
BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Sesuai dengan pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta 

yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia 

meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Wasiat juga harus 

sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil, adapun syarat-syarat 

tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 879, 885, 888, 893, 895, 897, 904, 

905, 906, 907, 911, 912 dan 930 KUH Perdata. Dengan demikian maka 

surat wasiat merupakan suatu perbuatan hukum. 

b. Akibat hukum dari anak luar kawin yang memperoleh wasiat melebihi 

legitieme portie adalah wasiat tersebut sah menurut hukum apabila tidak ada 

legitimaris yang mengajukan tuntutan. Dan apabila legitimaris mengajukan 

tuntutan maka wasiat tersebut dapat dikurangi sesuai dengan ketentuan 

dalam KUH Perdata. Pengurangan tersebut disesuaikan dengan siapa anak 

luar kawin yang mendapatkan wasiat tersebut mewaris. 

2. Saran 

a. Dalam mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlak anak-anak sah, 

tentunya harus sesuai dengan KUH Perdata dan hukum acara perdata. 

Dimana anak-anak sah tidak berhak meminta keseluruhan harta peninggalan 

pewaris menjadi milik mereka, jika pewaris membuat wasiat yang isinya 

hanya untuk anak luar kawin, mereka hanya bisa menuntut legitieme portie 

nya saja. 



b. Hendaknya segera dibuat sebuah peraturan perundang-undangan yang tegas 

mengenai kedudukan anak luar kawin. 

c. Dilakukannya sosialisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin karena putusan Mahkamah 

Konstitusi ini memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui 

negara. Selama adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini Anak Luar Kawin 

terbebas dari masalah hukum. 

d. Anak sah seharusnya tidak melakukan penolakan terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Anak Luar Kawin. 

Karena hal tersebut dapat menghalangi anak luar kawin untuk mendapatkan 

hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga status dan hak-hak anak 

luar kawin tidak jelas. 

e. Pengakuan dan pengesahan anak oleh ayah biologisnya segera dilakukan 

untuk menciptakan hubungan perdata dengan anak luar kawin agar anak 

tersebut segera mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sama dengan 

anak sah. 
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